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ABSTRAK  
 
Alokasi anggaran pengentasan kemiskinan semakin besar dari waktu ke waktu. 
Namun, angka kemiskinan tidak mengalami perubahan yang berarti. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui efektifitas program kemiskinan yang selama ini diinisiasi 
oleh pemerintah, melalui program (KUBE, PANSIMAS, BUNDES, PNPM, dan P2KP), yang 
diyakini akan memperbaiki upaya pengentasan kemiskinan di Desa Manyampa, 
Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, dengan metode analisis AHP 
(Analytic Hierarchy Process). Teknik pengumpulan data diperoleh dari kuesioner atau 
sumber data primer sedangkan dan data sekunder diperoleh dari laporan BPS Sulawesi 
Selatan, BPS Bulukumba, Kantor Kecamatan dan instansi-instansi yang terkait di 
Kabupaten Bulukumba. Kebaruan dari penelitian ini yakni berupaya menelusur lebih 
jauh dan mengevaluasi program apa saja yang cukup efektif menurunkan angka 
kemiskinan, dengan bantuan expert choice dengan uji konsistensi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan, program P2KP yang paling 
efektif menekan angka kemiskinan dengan program berbasis pemberdayaan usaha 
kecil, sedangkan dari program yang berbasis pemberdayaan masyarakat, program 
PANSIMAS lebih konsisten dari program lainnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. 
Implikasi dari penelitian ini yakni pemerintah setempat perlu mengevaluasi lebih jauh 
program pengentasan kemiskinan yang tidak efektif sehingga tidak terjadi misalokasi 
anggaran dan mampu mengakeselerasi efektifitas program pengentasan kemiskinan 
yang telah berjalan. 
 




The budget allocation for poverty alleviation is getting bigger from time to time. 
However, the poverty rate did not change significantly. This study aims to determine the 
effectiveness of poverty programs that have been initiated by the government, through 
programs (KUBE, PANSIMAS, BUNDES, PNPM, and P2KP), which are believed to improve 
poverty alleviation efforts in Manyampa Village, Ujung Loe District, Bulukumba Regency. 
The research method used in this research is quantitative research, with the AHP 
(Analytic Hierarchy Process) analysis method. Data collection techniques were obtained 
 




from questionnaires or primary data sources, while secondary data were obtained from 
reports from BPS South Sulawesi, BPS Bulukumba, District Offices and related agencies 
in Bulukumba Regency. The novelty of this study is to explore further and evaluate what 
programs are quite effective in reducing poverty rates, with the help of expert choice 
with a consistency test. The results of this study indicate that in poverty alleviation 
efforts, the P2KP program is the most effective in reducing poverty with small business 
empowerment-based programs, while from community empowerment-based programs, 
the PANSIMAS program is more consistent than other programs in poverty alleviation 
efforts. P2KP and the PANSIMAS program each got a score of 0.02<0.1. It can be 
interpreted that the Inconsistency ratio <0.1 (the maximum limit) is also tested to be 
consistent, it's just that the achievement is lower than other programs. The implication 
of this research is that the local government needs to further evaluate ineffective 
poverty alleviation programs so that budget misallocations do not occur and are able to 
accelerate effective poverty alleviation programs that have been running. 
 
Keywords: Poverty, Program, Efectiveness 
 (9 pt, Arial) 
PENDAHULUAN 
Studi terhadap kemiskinan berdasarkan pendekatan program maupun 
subsidi oleh pemerintah, semakin menarik untuk ditelusur lebih lanjut. Tidak 
sedikit program pengentasan kemiskinan justru berjalan inefisien dan inefektif di 
berbagai negara (Aiyedogbon, 2012; Alkire, 2007; Benfica & Henderson, 2020; 
Heitzmann & Matzinger, 2020; Pagliaro & Meneguzzo, 2020; Panda & Padhi, 
2020; Refaeli & Achdut, 2020; Sharaunga & Mudhara, 2021). Jumlah penduduk 
miskin di Kabupaten Bulukumba masih tergolong banyak, memasuki tahun 2016 
jumlah penduduk miskin mencapai 31.500 orang dan kemudian tidak mengalami 
penurunan secara signifikan dalam lima tahun terakhir, yang mencapai 30.000 
ribu orang di tahun 2020 (BPS Bulukumba, 2021). 
 Hal ini menandai bahwa program pengentasan kemiskinan yang 
menghabiskan banyak anggaran, belum berjalan secara efektif, hal itu nampak 
pada bahwa banyaknya program-program pengentasan kemiskinan, yang masuk 
di Kabupaten Bulukumba, baik di tingkat perkotaan bahkan hingga tingkat 
pedesaan, belum menunjukkan perubahan yang cukup berarti. Adapun program 
yang dimaksud antara lain program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), program 
Pelayanan Air Minum Dan Sinita s Bagi Masyarakat Miskin (PANSIMAS), program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), program Penanggulangan 
Kemiskinan Pedesaan (P2KP) dan program Bantuan Unik Desa (BUNDES). 
Dibanyak wilayah, alokasi anggaran untuk proyek pengentasan kemiskinan 
seringkali berjalan asimetris terhadap pengentasan kemiskinan itu sendiri, hal ini 
menjadi paradoks tersendiri dalam upaya mereduksi angka kemiskinan (Ginting, 
2019; Hirons, 2020; Kumah, Hilson, & Quaicoe, 2020; Prasetyo & Kistanti, 2020; 
Tuyen, 2015; Ukeje, Ogbulu, & Amaefula, 2020). Kemiskinan yang terjadi, 
banyak dipicu oleh rendahnya aksesibilitas terhadap pendidikan, kesehatan, 
faktor produksi seperti kepemilikan tanah, hingga ketiadaan akses terhadap 
permodalan. (Anwar & Aswandi, 2019; Belhadj & Kaabi, 2020; Janzen, Carter, & 
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Ikegami, 2020; Kasdi, 2020; Orji, Ogbuabor, Nwosu, Anthony-Orji, & Amoji, 
2020; Qu & Weston, 2020). 
Kebaruan dari penelitian ini yakni berupaya menelusur lebih jauh dan 
mengevaluasi program penegntasan kemiskinan yang telah berjalan, serta 
mengidentifikasi supporting program yang cukup efektif menurunkan angka 
kemiskinan, dengan bantuan expert choice dengan uji konsistensi, melalui 
pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP). Dalam tinjauan studi terdahulu 
Ilfa, (2020) kemiskinan Kabupaten Bulukumba ditinjau berdasarkan pemanfaatan 
perhutanan sosial melalui peran pemuda dengan pendekatan Force Field Analysis 
(FFA) dan Analytic Hierarchy Process (AHP) sebagai upaya mereduksi 
kemiskinan.  Sementara, riset ini mencoba mengukur efektifitas seluruh program 
kemiskinan pengentasan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah dan tidak 
terfokus dengan satu program saja, sehingga studi yang dilakukan lebih holistic 
dan spesifik.   
Menurut Ragner Nurkse  (Dalam Diwakar & Shepherd, 2021) bahwa 
kemiskinan terjadi akibat minimnya pendidikan, kesehatan, dan akses esensial 
lainnya. Manakala dilihat dari dimensi pendidikan, jika pendidikan seseorang 
rendah maka seseorang akan menjadi  bodoh, hanya menjadi pekerja unskilled 
labor sehingga menjadi rentan dan jatuh dalam kemiskinan. Jika dilihat dari 
dimensi kesehatan, manakala seseorang sakit-sakitan, maka ia tidak akan bisa 
bekerja dan berpotensi menyebabkan kemiskinan. Terpuruknya seorang individu 
dan produktifitas yang rendah akan menggiring individu tersebut dalam poverty 
traps, sehingga Nurkse menyebut proses ini sebagai lingkaran setan kemiskinan 
atau the vicious circle of poverty.  
Lingkaran setan kemiskinan menyiratkan konstelasi lingkaran kekuatan 
yang cenderung bereaksi satu sama lain, sedemikian rupa dan mengkondisikan 
negara miskin dalam keadaan kemiskinan.  
Contoh konstelasi lingkaran seperti itu tidak sulit untuk dibayangkan, misalnya, 
orang miskin mungkin tidak cukup makan, kurang makan maka kesehatannya 
semakin lemah secara fisik, dan mengakibatkan kapasitas kerjanya semakin 
rendah sehingga mereka dapat menjadi miskin, situasi semacam ini, berkaitan 
dengan negara secara keseluruhan (Brooks-Gunn, Klebanov, Liaw, & Duncan, 
2021; Diwakar & Shepherd, 2021; Koomson, Villano, & Hadley, 2020; Liu, 
Huang, Wang, & Shuai, 2021; Rauhut & Hatti, 2021; Serneels & Dercon, 2021; 
Titumir & Titumir, 2021). 
Berbeda dengan World Bank, (2020); World Bank (Dalam Lakner,et.al, 
2019) menggarisbawahi bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu 
untuk menghasilkan pendapatan diatas garis kemiskinan, yang diukur dengan 
1,90 USD per hari. Hal tersebut merupakan standar global, untuk mengukur 
tingkat kemiskinan itu sendiri. Ditahun 2017, angka kemiskinan global 
diperkirakan telah menembus angka 9,2 persen dari total penduduk dunia. 
Namun, pasca Covid-19 merebak angka ini kemudian terus bertambah hingga 
150 juta orang ditahun 2020. Pandemi ini semakin memperpanjang barisan 
 




jumlah orang miskin, di berbagai negara akibat melambatnya roda perekonomian 
(Alkire, et.al, 2020). 
Untuk itu Amartya Sen (Dalam Nevile, 2007) mencoba melihat kemiskinan 
lebih multidimensional dan menegaskan bahwa kemiskinan dapat ditanggulangi 
apabila hak- hak dasar dari kaum miskin ditegakkan. Kemiskinan disebabkan 
karena pemerintah tidak dapat memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Pendidikan 
adalah hak seharusnya di miliki oleh masyarakat, agar dapat menunjang 
kehidupan yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga menyediakan lapangan 
pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat dalam mencari 
penghidupan yang layak. Penyebab kemiskinan dalam hal ini disebabkan karena 
akibat ketiadaan akses yang dapat menunjang pemenuhan kehidupan manusia. 
 Selain itu, distribusi akses sumber daya ekonomi yang tidak merata 
menyebabkan rakyat miskin tidak dapat mengembangkan usaha produktifnya. 
Jika di lihat dari segi politik, rakyat miskin sangat sulit mengakses dan terlibat 
berbagai kebijakan publik, maka kebijakan tersebut tidak menguntungkan rakyat 
miskin (Alok, 2020; Basu, 2020; Betto, Garengo, & Lorenzoni, 2020; Bray, de 
Laat, Godinot, Ugarte, & Walker, 2020; Breunig & Majeed, 2020; Folarin & 
Adeniyi, 2020; Kimmitt, Muñoz, & Newbery, 2020; Lakner, Mahler, Negre, & 
Prydz, 2020; Marwell & Morrissey, 2020; Moss, Pinto, Srinivasan, Cronin, & 
Croyle, 2020; Palomino, Rodríguez, & Sebastian, 2020; Parolin & Wimer, 2020; 
Topuz & Erkanlı, 2020). 
Amartya Sen (Dalam Semprebon, et.al, 2020) penyebab dari langgengnya 
kemiskinan, ketidak berdayaan, maupun keterbelakangan adalah persoalan 
aksesibilitas. Dalam hal ini, kemiskinan diakibatkan keterbatasan akses. Jika 
manusia mempunyai keterbatasan pilihan untuk mengembangkan hidupnya, 
akibatnya manusia hanya menjalankan apa yang terpaksa dapat dilakukan, 
bukan apa yang seharusnya bisa dilakukan. Dengan demikian, potensi manusia 
mengambangkan hidup menjadi terhambat dan kontribusinya pada 
kesejahteraan bersama menjadi lebih kecil. Aksesibilitas merupakan hak dasar, 
dimana terfasilitasinya kebebasan politik, kesempatan ekonomi, kesempatan 
sosial, pendidikan, kesehatan, transparasi, serta adanya jaring pengaman sosial 
(Batista, 2019; Bednar & Reames, 2020; Churchill, Smyth, & Farrell, 2020; Han, 
Meyer, & Sullivan, 2020; Kwilinski, Vyshnevskyi, & Dzwigol, 2020; Lubbers, 
Small, & García, 2020; Morris, Santos, & Neumeyer, 2020; Ridley, Rao, 
Schilbach, & Patel, 2020; Yamamori, 2019). 
Titumir (2021) mengafirmasi bahwa gagasan Amartya Sen tersebut juga 
sejalan dengan Muhammad Yunus, dalam membaca persoalan kemiskinan. 
Fenomena kemiskinan tidak di ciptakan oleh orang miskin, tetapi di ciptakan oleh 
sistem. Adanya kemiskinan karena cacat fundamental dalam teori kapitalisme 
yang menonjolkan individualisme, mengabaikan aspek multidimensional manusia 
sebagai mahluk sosial. Bisnis sosial adalah solusi untuk menghapuskan 
kemiskinan dari muka bumi. kemiskinan tidak dapat dilihat dari segi ekonomi 
semata, namun variabel non-ekonomi juga penting dimasukkan dalam instrumen 
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mereduksi kemiskinan (Bradshaw, Chant, & Linneker, 2019; Chakravarty & Lugo, 
2019; Fransman & Yu, 2019; Gordon, 2019; Lakner et al., 2019; Scarpellini, 
Hernández, Moneva, Portillo-Tarragona, & Rodríguez, 2019; Scheyvens & 
Hughes, 2019; Thurlow, Dorosh, & Davis, 2019; Watmough et al., 2019). 
BAHAN DAN METODE  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan pendekatan 
Analytic Hierarchy Process (AHP) terhadap pilihan kebijakan ekonomi. Data 
kuantitatif ini berupa data primer yaitu data yang disusun menurut hasil 
wawancara terhadap responden berdasarkan kuisioner dengan variabel tertentu. 
Dalam penelitian ini, selain menggunakan sumber data primer, juga 
menggunakan data sekunder dari BPS Kabupaten Bulukumba dan BPS Sulawesi 
Selatan, serta data dari profil Desa Manyampa, Kabupaten Bulukumba. Selain itu 
juga  terdapat studi literatur baik buku, publikasi jurnal, serta sumber data 
terbitan beberapa instansi tertentu.  
Data primer yang dikumpulkan bersumber dari responden terpilih 
berdasarkan rumus Slovin. Jumlah responden dalam penelitian ini sebesar 98 
orang dengan jumlah populasi sebesar 5.242 orang. Responden merupakan 
masyarakat yang telah menerima bantuan dari program pengentasan kemiskinan 
(KUBE, PANSIMAS, PNPM, P2KP dan BUNDES). Adapun lokasi penelitian ini 
dilakukan di Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. 
Alasan pemilihan lokasi sebab daerah ini merupakan salahsatu sentrum 
kemiskinan yang ada di Kabupaten Bulukumba.  
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model 
Analytic Hierarchy Process (AHP). Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
berupa pilihan alternatif program dan prioritasnya dalam upaya mengurangi 
kemiskinan di lokasi penelitian. Metode ini untuk memecahkan situasi yang tidak 
terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan 
memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap program pengentasan 
kemiskinan, dan menetapkan program mana yang memiliki prioritas paling 
tinggi, untuk mengetahui efektifitas program (Chang, 1996; Chen et al., 2021; 
Leal, 2020; Lin & Kou, 2021; Szatmári, 2021; Tashayo, Honarbakhsh, Akbari, & 
Eftekhari, 2020; Wolnowska & Konicki, 2019, 2019; Zhü, 2014).  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Merujuk pada perbandingan antara kriteria pemberdayaan masyarakat dan 
pemberdayaan usaha kecil, jika di lihat dasi hasil olahan expert choice lebih 
dominan ke pemberdayaan usaha kecil dengan nilai sebanyak 83 orang dan 
pemberdayaan masyarakat mencapai 16 orang. Dengan demikian, 








Grafik 1. Hasil perbandingan kriteria pemberdayaan masyarakat 
dan pemberdayaan usaha kecil 
 
Priorities With Respect To: 
Goal: Pengentasan Kemiskinan 
 
Pemberdayaan Masyarakat .167 
Pemberdayaan Usaha Kecil .833 
Inconsistency = 0. 
with 0 missing judgments. 
Sumber: Output data primer setelah diolah, Tahun 2020; (Rini, 2020) 
Jika dilihat dari jenis program yang paling efektif dalam hal pemberdayaan 
masyarakat miskin, maka tingkat prioritas yang paling tinggi yaitu program 
PANSIMAS dengan tingkat keterpilihan sebanyak 53 orang. Disusul oleh program 
KUBE sebanyak 36 orang dan  terakhir program BUNDES yang memiliki nilai 
prioritas sangat rendah sebesar 9 orang. Mencermati program pemberdayaan 
masyarakat miskin ini, nampaknya program PANSIMAS menjadi prioritas 
tertinggi, mengungguli program lainnya. Padahal ketiga program pengentasan 
kemiskinan yang masuk didaerah ini, telah berlangsung lama ditengah-tengah 
masyarakat. Akan tetapi, nampaknya program PANSIMAS nampaknya jauh lebih 
dianggap lebih baik dibanding program lainnya.  
Grafik 2 Perbandingan Antara Alternatif-Alternatif dari Kriteria 
Pemberdayaan Masyarakat 
Goal: Upaya Pengentasan Kemiskinan 
>Pemberdayaan Masyarakat 









Sumbe: Output data primer setelah diolah, Tahun 2020; (Rini, 2020) 
 




KUBE PANSIMAS BUNDES 
KUBE 1 0,5 0,2 
PANSIMAS 2 1 0,25 
BUNDES 5 4 1 
Jumlah 8 0,5 1,45 





Inconsistency = 0.09 
with 0 missing judgments.  
.099 
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Tabel 2. Normalisasi kriteria pemberdayaan masyarakat 
0,125 0,1 0,14 
0,25 0,18 0,17 
0,625 0,72 0,69 
1,00 1,00 1,00 
Sumber:Output data primer setelah diolah, Tahun 2020; (Rini, 2020). 
Skala banding berpasangan ini membandingkan ketiga alternatif program 
pengentasan kemiskinan dari kriteria pemberdayaan masyarakat, nilai dari skala 
banding berpasangan di dapatkan dari hasil responden, kemudian hasil dari 
responden dibandingkan dengan alternatif, kemudian mendapatkan hasil skala 
berbanding berpasangan. Selanjutnya, nilai dari jumlah skala berbanding 
berpasangan di bagi dengan nilai kriteria dan jumlah skala banding berpasangan, 
kemudian di jumlahkan sehingga mendapatkan nilai rata-rata dari masing-
masing alternatif. Nampak dalam tabel normalisasi matriks menunjukkan nilai 
rata-rata sebesar 1,0. 
Tabel 3. Hasil perkalian matriks kriteria pemberdayaan masyarakat  
(1x0,12) + (0,5x0,20) + (0,2x0,68) 0,12 + 0,1 + 0,136 1,68 
(2x0,12) + (1x0,20) + (0,25x0,68) 0,24 + 0,20 + 0,17 0,61 
(5x0,12) + (4x0,20) + (1x0,68) 06 + 0,8 + 0,68 2,08 
Sumber:Output data primer setelah diolah, Tahun 2020; (Rini, 2020). 
Perkalian matriks di dapatkan dari hasil perkalian jumlah nilai responden 
dikalikan dengan hasil rata-rata yang di dapatkan dari hasil normalisasi matriks, 
kemudian di jumlahkan sehingga mendapatkan nilai untuk program 
pemberdayaan masyarakat, maka menunjukkan capaian jenis program KUBE 
(0,356), PANSIMAS (0,61), dan BUNDES (2,08). 
Setelah hasil perkalian matriks ditentukan, selanjutnya penentuan nilai 
maksimum, yang tentunya didapatkan dari hasil perkalian matriks, hasil dari 
perkalian matriks dibagi dengan hasil rata-rata, hasil dari pembagian di 
jumlahkan kemudian di bagi dengan jumlah alternatif sehingga nilai maksimum 
untuk program pemberdayaan masyarakat mencapai 3,026. 
= (0,356:0.12) + (0,61:0,20) + (2,0,8:0.68) 
= 2,97+3,05+3,58: 3 
= 3,026 
Selanjutnya, nilai consistency index di dapatkan dari hasil nilai maksimum, 
dari hasil maksimum yang di dapatkan di kurang dengan jumlah kriteria 
kemudian dibagi dengan hasil dari jumlah kriteria yang dibagikan dengan satu, 
(nilai max-n)/(n-1) atau (3,026-3)/(3-1)= 0,013. Dari hasil tersebut didapatkan 
nilai consistency index sebesar 0,013. 
 
 






Tabel 4. Random index kriteria pemberdayaan masyarakat 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R.I 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1.49 
Sumber:Output data primer setelah diolah, Tahun 2020; (Rini, 2020). 
= (0,013/0,58) 
= 0,02 <0,1 (Consistency Ratio) 
Consistency Ratio merupakan hasil pembagian CI dibagi dengan RI 
sehingga didapatkan hasil 0,02<0,1. Untuk mengetahui dari hasil skala banding 
berpasangan apakah konsisten atau tidak, maka dapat diuji dengan uji 
konsistensi untuk mendapatkan nilai CR, dari kriteria pemberdayaan masyarakat 
nilai CR ditemukan sebesar 0,02. Hasil yang didapatkan tersebut, sesuai dengan 
uji konsisitensi, sehingga dapat dikatakan konsisten. 
Grafik.3 Perbandingan Antara Alternatif-Alternatif dari Kriteria 
Pemberdayaan Usaha Kecil 
 
Goal: Pengentasan Kemiskinan 




Inconsistency = 0.00352 
with 0 missing judgments. 
 Sumber:Output data primer setelah diolah, Tahun 2020; (Rini, 2020) 
Jika dilihat dari jenis program yang paling efektif dalam hal pemberdayaan 
usaha kecil, maka yang memiliki tingkat prioritas yang paling tinggi yaitu 
program P2KP, yang dipilih sebanyak 58 orang, disusul program PNPM 
sebanyak30 orang dan terakhir program KUBE sebanyak 10 orang. 
Tabel 5. Skala banding berpasangan alternatif dari kriteria 
pemberdayaan usaha kecil 





PNPM P2KP KUBE 
PNPM 1 2 4 
P2KP 0,5 1 3 
KUBE 0,25 0,33 1 
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Tabel 6. Normalisasi Kriteria Pemberdayaan Usaha Kecil 
0,57 0,60 0,5 
0,29 0,30 0,375 
0,14 0,10 0,125 
1,00 1,00 1,00 
Sumber:Output data primer setelah diolah, Tahun 2020; (Rini, 2020). 
 
Sama halnya dengan pemberdayaan usaha masyarakat, nilai rata-rata 
untuk pemberdayaan usaha kecil dari masing-masing alternatif, menunjukkan 
nilai rata-rata sebesar 1,0, berdasarkan tabel normalisasi matriks. Sementara 
jika dilihat dari tabel perkalian matriks, menunjukkan program PNPM sebesar 
(1,68) dan P2KP (0,96), serta KUBE (0,37).  
 
Tabel. 7 Hasil Perkalian Matriks Kriteria Pemberdayaan Usaha Kecil 
(1x0,56) + (2x0,32) + (4x0,12) 0,56 + 0,64 + 0,48 1,68 
(0,5x0,56) + (1x0,32) + (3x0,12) 0,28 + 0,32 + 0,36 0,96 
(0,25x0,56) + (0,33x0,32) + (1x0,12) 0,14+ 0,11 + 0,12 0,37 
Sumber:Output data primer setelah diolah, Tahun 2020; (Rini, 2020). 
Nilai Maksimum di dapatkan dari hasil perkalian matriks, hasil dari 
perkalian matriks di bagi dengan hasil rata-rata, hasil dari pembagian di 
jumlahkan kemudian di bagi dengan jumlah alternatif sehingga nilai maksimum 
mendapatkan nilai 3,03. 





Selanjutnya nilai consistency index yang didapatkan mencapai 0,015.  
(nilai max-n)/(n-1) atau (3,03-3)/(3-1)= 0,013. Dari hasil tersebut didapatkan 
nilai consistency index sebesar 0,015. Sementara jika dolihat dari, nilai random 
index yang didapatkan yakni sebesar 0,058.  
Tabel 8. Random Index Kriteria Pemberdayaan Usaha Kecil 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R.I 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1.49 





Consistency ratio di dapatkan dari hasil pembagian CI dibagi dengan RI, 
yakni sebesar 0,02<0,1. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hasil skala banding 
berpasangan apakah konsisten dan dapat di uji dengan uji konsistensi, untuk 
mendapatkan nilai CR. Untuk itu, dari kriteria pemberdayaan usah kecil diperoleh 
 




nilai sebesar CR 0,02, sehingga hasil uji konsisitensi untuk pemberdayaan usaha 
kecil, dapat dikatakan konsisten (nilai CR 0,02<0,1). 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka interprestasi model secara 
rinci atau spesifik mengenai hasil pengujian dapat dijelaskan sebagai berikut:  
1. Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemberdayaan Usaha Kecil 
Jika mengkomparasi kriteria program pengentasan kemiskinan yang ada 
berdasarkan olahan expert choice, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
dari dua kriteria tersebut yang paling tinggi tingkat skala prioritasnya adalah 
kriteria berbasis pemberdayaan usaha kecil sebesar 83. Namun, untuk kriteria 
pemberdayaan masyarakat hanya mendapatkan nilai 16, sehingga dapat di 
simpulkan bahwa dari pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha 
kecil, jauh lebih efektif untuk membantu para kaum miskin sehingga dapat 
berkontribusi mereduksi angka kemiskinan didaerah tersebut. Program tersebut 
lebih kontributif bagi penerima manfaat karena masyarakat yang berada di Desa 
Manyampa, Kabupaten Bulukumba dominan memiliki usaha kecil. Selain itu, 
pemberdayaan usaha kecil lebih diminati oleh warga karena program ini dapat 
diberikan kepada siapa saja, untuk semua jenis usaha sehingga masyarakat 
miskin cukup terbantu dengan adanya program ini.  
Sejalan dengan temuan Barrett, et.al, (2019) bahwa upaya pengentasan 
kemiskinan dapat berjalan baik jika pemerintah berupaya meningkatkan 
aksesibilitas terhadap permodalan sehingga mampu menaikkan socio-economic 
capability kelompok rentan. Program pemberdayaan masyarakat miskin tidak 
diukur dengan semakin banyaknya program- program pengentasan kemiskinan, 
melainkan efektifitas dari program itu sendiri. Kemampuan pemerintah 
mengelola program pengentasan kemiskinan dengan baik, akan menggiring 
kondisi penghidupan masyarakat miskin keluar dari poverty traps (Barrett et al., 
2019; Guo, Zhou, & Liu, 2019; Mahadevan & Suardi, 2019; Masron & 
Subramaniam, 2019; Meinzen-Dick, Quisumbing, Doss, & Theis, 2019; Shabbir, 
Abbas, Aman, Ali, & Orangzeb, 2019). 
 
2. Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan 
Masyarakat 
  Terkait dengan program pengentasan kemiskinan berbasis pada 
pemberdayaan masyarakat miskin, hasil olahan expert choice menunjukkan 
pemilihan alternatif yang paling tinggi tingkat skala prioritasnya adalah program 
PANSIMAS (Program Nasional Pelayanan Air Minum dan Sanitasi) mendapatkan 
nilai sebanyak 53,7. Dari uji konsistensi dari tiga alternatif tersebut mendapatkan 
hasil konsisten sebesar 0,02 hasilnya tersebut dapat di katakan konsisten 
dikarenakan nilai capaiannya <0,1 sehingga dikatakan konsisten. Program 
PANSIMAS jika dilihat dari segi indikator, program ini sangat tepat karena 
program ini berada ditingkat desa yang membutuhkan intervensi oleh pemberi 
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manfaat. Sekin itu, program PANSIMAS ini secara khusus menyediakan air 
bersih, dan benar-benar dibutuhkan kebanyakan warga yang kekurangan air 
bersih. Setelah itu, ditempat kedua terdapat program KUBE dengan keterpilihan 
sebanyak 36 orang, dikarenakan program ini hanya diberikan kepada yang 
berminat jenis usaha beternak. Namun program ini terbatas pembagiannya 
terhadap masyarakat. Ditempat terakhir, terdapat program BUNDES yang 
memiliki nilai sangat rendah sebesar 09,9 karena program ini hanya di berikan 
kepada petani miskin secara terbatas.  
Sejalan dengan temuan Zhou, et.al (2019) aksesibilitas terhadap fasilitas 
dasar, seperti rumah, sanitasi dan air minum yang layak sangat esensial 
meningkatkan taraf hidup kelompok rentan miskin. Kemiskinan lahir atas 
memburuknya taraf hidup masyarakat akibat tidak terpenuhinya fasilitas dasar 
bagi masyarakat miskin (Kangas & Ritakallio, 2019; Kronauer, 2019; Santos, 
Dabus, & Delbianco, 2019; Selwyn, 2019; Walker, 2019; Zhou et al., 2019). 
3. Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha 
Kecil 
Berdasarkan hasil olahan expert choice, maka hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pemilihan alternatif yang paling tinggi tingkat skala 
prioritasnya adalah program P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di 
Perkotaan/pedesaan) dengan nilai 58,2 dari tiga alternatif program yang berbasis 
pemberdayaan usaha kecil. Hasil dari uji konsistensi dari tiga program atau 
alternatif menunjukkan bahwa hasil tersebut konsisten karna mendapatkan hasil 
0,02 hasil tersebut menunjukkan konsisten karena nilainya <0,1. Program P2KP 
ini dilihat dari sisi indikator program dapat berpengaruh terhadap pengentasan 
kemiskinan, program berjalan efektif sesuai dengan indikator yang ada, karena 
program ini memiliki indikator penguatan sumberdaya, hal ini sejalan dengan 
apa yang di inginkan pemerintah sebagai upaya mereduksi angka kemiskinan. 
Upaya mereduksi kemiskinan dari pedesaan merupakan langkah nyata, agar 
kantong-kantong kemiskinan yang mayoritas berada dipedesaan dapat lebih 
massif. 
Sejalan dengan temuan Nursini, (2020) yang meneliti pengaruh 
pemberdayaan UMKM terhadap upaya untuk mereduksi kemiskinan. Ia 
menemukan bahwa pengembangan UKM dan UMK berpengaruh signifikan 
terhadap semua indikator pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengembangan UMKM dapat menurunkan persentase penduduk miskin, jarak 
antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan, dan 
disparitas rata-rata pengeluaran penduduk miskin. Peningkatan output UKM 
signifikan dalam mengurangi persentase penduduk miskin dan kesenjangan 
antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin melalui penyerapan tenaga kerja 
di UKM. Hanya saja, pertumbuhan output UMKM masih didominasi oleh pemilik, 
sedangkan buruh pada umumnya belum mendapatkan kompensasi yang dapat 
mengatasi masalah kemiskinannya.  Sentralisasi pembangunan, termasuk 
 




program yang selama ini dijalankan oleh pemerintah, kebanyakan tersentralisir 
dititik yang tidak tepat, sehingga program untuk mereduksi kemiskinan itu 
sendiri mengalami staganasi. Pemerintah perlu meningkatkan pendapatan 
masyarakat secara serius, melalui pemberdayaan masyarakat pedesaaan 
sehingga kebijakan ekonomi tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan 
seluruh penduduk miskin, agar dapat terbebas dari kemiskinan. Kebutuhan 
penduduk miskin di pedesaan sangat kompleks, misalanya ada kebutuhan akan 
pekerjaan, sarana prasaran pertanian mekanis dan pengembangan produk lokal, 
serta peningkatan kegiatan ekonomi yang meningkatkan pendapatan masyarakat 
(Bossert, Chakravarty, & d’Ambrosio, 2019; Bourguignon & Chakravarty, 2019; 
King, Smart, & Manville, 2019; Sutter, Bruton, & Chen, 2019; Zhou & Liu, 2019). 
 
KESIMPULAN / CONCLUTIONS 
Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, terkait efektifitas program 
pengentasan kemiskinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis kegiatan 
yang paling efektif mengurangi angka kemiskinan kemiskinan adalah program 
penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan usaha kecil. 
Manakala dilihat dari masing-masing jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan 
ini, maka program Pelayanan Air Minum Dan Sanitas Bagi Masyarakat Miskin 
(PANSIMAS), merupakan program pemberdayaan masyarakat yang paling efektif 
dibandingkan dengan program pemberdayaan masyarakat lainnya seperti (KUBE 
dan BUNDES). Berbeda dengan kegiatan berbasis pemberdayaan usaha kecil, 
nampaknya program bantuan P2KP (Program pengentasan kemiskinan 
pedesaan/perkotaan) memperlihatkan efektifitas yang jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan program pemberdayaan usaha kecil lainnya. Implikasi dari 
penelitian ini yakni pemerintah setempat perlu me     ngevaluasi lebih jauh 
program pengentasan kemiskinan yang tidak efektif sehingga tidak terjadi 
misalokasi anggaran dan mampu mengakeselerasi efektifitas program 
pengentasan kemiskinan yang telah berjalan. 
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